
SALINAN

&

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 maka
perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada RPJMD:

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2021,

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820):

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara republik Indoseia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):



10.

11.

12.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20075.
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoseia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700):

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20146.
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 20147.
tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoseia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 20088.
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoseia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741):

|

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara9.
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indoseia Tahun 2010 Nomor 517)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 43):



Menetapkan

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekrtetariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekrtetariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11),
Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 43) :

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016 Nomor 71),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
dingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang
melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
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15.

16.
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19.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat
RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan
pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5
(lima) tahun.
Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan 1

(satu) tahun.
Standard Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut
dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.
Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan daerah yang
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana
pembangunan daerah.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen
di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Pasal 2

Renstra SKPD ini disusun berdasarkan asas:

a. manfaat:
b. berkeadilan,

keterpaduan,
keserasian, keselarasan dan keseimbangan:
tata kelola pemerintahan yang baik,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,

bu
Pa

n

. efektifdan efisien, dan
i. kemandirian.
Renstra disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
Renstra merupakan Dokumen Rencana Strategis
Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang
berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka
mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah serta sesuai bidang urusan yang menjadi
kewenangan daerah.
Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD
dan SPM, dengan materi dan substansi utama memuat
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra SKPD disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
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BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF



BAB VI : INDIKATOR KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Perangkat
Daerah yang berakibat pada perubahan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah, maka akan dilakukan penyesuaian melalui
perubahan Renstra SKPD, sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGEARA

ttd

RITAWIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kep agian Hukum

O. SH
NIP. 19780608 #00212 1 002


